
BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JA WA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 6 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

TAHUN 2018- 2023 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2018 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2021 ten tang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo.
Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis
Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD
ditetapkan;

c. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan
Rencana Strategis (Renstra) Sadan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
sebagai dokumen perencanaan Sadan Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;



Mengingat 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2018-2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 3); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 



Menetapkan 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 

1 7. Peraturan Daerah Ka bu paten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 
2010 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Ka bu paten 
Pasuruan Tahun 2009-2029; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Ka bu paten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 ten tang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2018-2023. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati 

Pasuruan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah unsur pembantu Kepala 
Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2005-2025. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. 



7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) Tahun Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang 
selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renstra Bappelitbangda adalah dokumen perencanaan Bappeda 
untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Strategis Bappelitbangda yang selanjutnya disingkat Renstra 
Bappelitbangda adalah dokumen perencanaan Bappelitbangda untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

9. Rencana Kerja Bappelitbangda yang selanjutnya disingkat Renja 
Bappelitbangda adalah dokumen perencanaan Bappelitbangda untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

BAB II 
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA 

BAPPELITBANGDA 

Pasal2 

(1) Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023 merupakan 
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. 

(2) Perubahan Renstra Bappelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan sebagai pedoman bagi Bappelitbangda dalam menyusun Renja 
Bappelitbangda dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan 
RKPD. 

Pasal 3 

Sistematika Penulisan Renstra Bappelitbangda disusun sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN; 
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA; 
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

BAB IV 
BABV 
BAB VI 

BAB VII 
BAB VIII 

BAPPELITBANGDA; 
: TUJUAN DAN SASARAN; 
: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN; 
: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; 
: PENUTUP. 

Pasal 4 

Perubahan Renstra Bappelitbangda berikut matriknya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercan tum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Kepala Bappelitbangda wajib melaksanakan Renstra Bappelitbangda dalam 
rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam 
Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. 



BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

( 1) Kepala Bappelitbangda wajib melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Bappelitbangda

(2) Kepala Bappelitbangda menyampaikan laporan hasil pengendalian dan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui
Kepala Bappelitbangda.

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 
Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Bappelitbangda Tahun 2024, 
Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023 ini dapat digunakan sebagai acuan 
untuk menyusun Renja Bappelitbangda Tahun 2024. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 
Pada saaat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati 
Nomor 17 Tahun 2019 ten tang Rencana Strategis Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 9 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala Bappelitbangda 

Kabag. Hukum 

Sekretaris 
Ba 

· 
da 

Kabid. PPM 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 3 Januari 2022 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

          ttd.

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

       ttd. 

M. IRSYAD YUSUF

ANANG SAIFUL WIJAYA 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 6 



PENJELASAN ATAS 
PERAT�RAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 

2018- 2023 

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun 

perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan 

yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra 

Bappelitbangda, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun 

kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Bappeda harus selaras dengan 

RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, 

strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya. 

Dalam rangka penyusunan Renstra Bappelitbangda dan Renja 

Bappelitbangda, Bappelitbangda melakukan koordinasi, sinergi dan 

harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan 

Perubahan Renstra Bappelitbangda dilakukan satu bulan setelah 

penetapan penyusunan Perubahan RPJMD. 

Adapun tahapan penyusunan Renstra Bappelitbangda meliputi, 

Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan 

Rancangan, Pelaksanaan Forum Bappelitbangda /lintas Renstra 

Bappelitbangda, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra. 

Renstra Bappelitbangda memuat tujuan, sasaran, program, dan 

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan 

wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan 

fungsi setiap Bappelitbangda yang disusun berpedoman kepada RPJMD 

dan bersifat indikatif. 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah: 

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);

2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat

Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7 

Dokumen Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023 ini 

dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja 

Bappeda Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 60



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN 
DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) 

TAHUN 2018 - 2023 

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 
TAHUN 2022 



1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah {BAPPEDA) Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2018-2023 disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 

tmtang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

.Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri 

liMSlm INlegeri Republk lllldolresia Noon 86 Tcitrm 2017 disebutkan bahwa perencanaan 

~ ~ fmgsi penmjilng urusan dalam penyelenggaraan kewenangan 

~-Rencaaa Sbalegis Peranglkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA 

!Ptelanglkat Daerah adaWn dolkmlen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

Dalam petjalarrrannya Renstra 8adan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Pasuruan Tahm 2018 - 2023 yang menggaa11harkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program 

dan ilEg1alal 8APPBlt\ dipeJlukan adaT1lya Reuiew Renstra dikarenakan keluamya Peraturan 

Penneriinlah Nomor 18Talul 2016 renlang ~ Daerah berimplikasi pada perubahan clokumen 

pere111canaan unb.K disesuaiilcan dengan SlrulkbJr Organisasi yang baru. 

Oleh kareiRa lu llanernah Kabupaten Pasuruan akan melalwkan review dan revisi 

ttrerltradtap RP.Nl Kabupaten Pasuuan Talul 2018-2023. Sejalan dengan perubahan Strukll.r 

Organiisasi dan RP.N>, malka dilaldan pt& review dan revisi terhadap Renstra Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tatu, 2018-2023 menjadi Perubahan Renstra 8adan 

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEI..ITBANGD) 

Tahun 2018-2023. 



Perubahan RenstJa Badan Perencanaan IPetmlbangunan Peleitiianl dan ~rga11n 

Dae.rah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 siesuai dengan hasill review yarrg dlinkuilarn 

mencakup: 

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi 

2. Penyempumaan tujuan dan sasaran PD 

3. Penyempumaan indikator dan target kinerja 

4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan 

5. Penyederhanaan kegiatan 

Perubahan RENSTRA BAPPEUTBANGDA Kabupaten PaslB'uan Tahl.Vl 2018-2023 merupakan 

penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2018-2023 sebagai implementasi visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Perubahan 

IIOilSTRA BAPPEUl1WtGDA. Kabupaten PasuruBm disusun selaras dengan RENSTRA BAPPENAS dan 

RENSTRA BAPPEDA PrMl5ii Jawa Tmu. ~ RENSTRA BAPPEDAjuga telah memperhatikan 

dollwmen Rencalaa Tala Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Kl.HS). 

Perubahan RENSTRA BAPPEUTBANGDA Kabupaten Pasuuan Tahun 2018-2023 <hlSIB1 

mtuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waldu tersebut 

melalli program dan kegiatan dengan target yang terencana dan terukur. Penyusunan Perubahan 

RENSTRA BAPPELIT8ANGDA berdasarkan data dan iinformasi yang akmat akan meningkatkan aku'asi 

perencanaan dan diiringi dengan konsistensi pelaksanaannya akan mendorong perbaikan kinerja 

perencanaan yang diamanatkan kepada BAPPEUTBANGDA. Perubahan RENSTRA BAPPEl.lTBANGDA 

memperhitungan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dan tantangan selama kuul waktu 

perenc:anaan dan penyusunannya telah mendapatkan penajaman program dan kegiatan oleh para 

pemangku kepentingan melalui Forum Perangkat Daerah. Perubahan RENSTRA BAPPEl..lTBANGD 

inilah yang selanjutnya hams digunakan oleh Perangkat Daerah lriuk menyusm Rencana Kerja 

(RENJA) dan Perubahan RENJA yang bersifat tahunan selama lima tahm dalam periode tersebut 

terutama dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas polcok dan fungsinya. 
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L.andasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Pasuruan adalah: 

1. Undang-unclang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025; 

3. Undang-Unclang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah Permendagri No.59 Tahm 2007 tentang Perubahan atas 

Permendagri No.13 Tahun 2006; 



5. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangman Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pernbangunan 

~ !Memengatln ~ Senta Tatlal Cana !Permahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

~ ~ ~ ~ IPtttanengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

lllliBeratn; 

6. Peraturan 11Ceme11taia11 Dalam Negeri (111ermnendagri} Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomeukli:tur Perencanaarn Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

7. Keputusan Me11teri Dalarn Negeri Nomor" 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verivikasi dan 

Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025; 

9. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Tahun 2009-2029; 

10. Keputusan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tent.ang Kedudukan, Susman Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan PembanglBlan Daerah (Bappeda) Kabupaten 

Pasuruan; 

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2018-2023. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Mak5l.l:I ditetaplkan. PERUBAHAN RENSrRI\ BAWEDA Kabupaten Pasuruan Tahm 2018-2024 

adlailatll lriuk menjaga masistellSi perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan daerah 

(P RPJMD Kabupaten Pauuan). Tercapainya target indikator kinerja sebagaimana tersebut pada 

Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan pada periode tersebut: pada fungsi penmjang urusan 

perencanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA. meruut Peraturan 

Bupali Nomor 66 Tahun 2016. 



Tlllljuanl penyusunarn RIEINlSlfRA MPPEDA atWtn : 

1. Sebagaii dasar acuan pe..-acapaiian llarget indikator kinerja seJama 5 (lima) tahm yang 

dijabarlcan dalam target tahman daltam kum waktu tersebut; 

2. Menjacl landasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BAPPELITBANGDA. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Dceah 

disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB IL GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

2.1. Tugas, Fungsi dan Strukstur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Dceah 

2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

BAB m. PERMASAI.AHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN 

RJNGSI 

3.1 Idelffikasii Pemasalahan Berdasarlkan Tugas Pokok. clan Fungsi Pelayanan Badan 

Perencanaan Pembangman DaE!lah 

3.2 Telaah VlSi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 

3.3 Telaah Renstra BAPPENAS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur 

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran 



BABY. STRATEGI DAN ARM- KFBDMAII WiftDA 

5.1 Strategi 

BAB VJ. RENCANA PRO&RAN DAN KF6J&TAII SER.TA PENDANAAN 

BAB VD. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII. PENUTUP 



BABII 

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahtm 2016 t.entang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten 

Pasuruan. 

KE PALA BAPPEDA 

•'--BIDANG-· _EKO_NO_M_, __ 11 WDANG ":,:'!DAN TATA 11 mDANGSOSIALBUOAYA 11._MJANG_ ... ~iiiiiPENBmM•• iiiiiiiiiiii•DM __ I 

II rf 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Pasuruan 2019 

2.l. Tugasdan Fuagsi 

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi 

penl.Sljimg 1BUa1 pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten 

Pasuruan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Mempunyai. 

Berkaitan dengan tugas pokok tersebt.lt. BAPPEDA mempunyai fungsi : 

a. penyusunan kebijakan teknis di bidarng perencanaan dan bidang penelitian dan 

pengembangan; 

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan 

pengembangan; 

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang 

perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; 



d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di 

bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; 

e. pelaksanaan aclministrasi badan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan 

pengembangan; dan 

f. peiakfaliBJB fmgsi lain yang dtberilkan oleh lqai sesuiii bl.gas da1 /ungsiinya. 

2.2 5ulllber Daya IIAPPEDA 

Untutc mendukung tugas pokok dan fungsi BAPPEUTBANGDA Kabupatm 

Pasuruan, maka perlu didukung oleh sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki 

kualifikasi dan kompetensi yang cukup dan didukung oleh sarana dan prasarana yang 

memadai me5qUI masih petlu ~alan. 

2.2.1. lrepeg; auiaa 

Jumlah pegawai BAPPEUTBANGDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 setmyak 

52 pegawai terdiri dari pegawai PNS sebanyak 37 orang, Pegawai Tldak Tetap (PTT) 

sebanyak 2 orang, dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 12 orang. Jumlah sellfflh 

pegawai BAPPELITBANGDA dapat dilihat dibawah ini. 

' I 

I 

11 

Ji 

I 

I 
I 

I 
I 

1' ,1 

I 

! 

I 
I! 
ii 

I 
I 

Tabel2.1 
Pegawai PNS Menurut 

Pendiclkan, Pangkat clan Eselon per Desember Tahun 2020 

Pendidilran Pangkat Eselon 

11 Jumlah l Jumlah 
I i .Jullllall Jenjang Jenjang Jenjang 

ii 
I 

Pembina Ulama •I I I' S-3 
11 

1 1 i Eselon Il b II 1 
Muda ,I 

S-2 9 Pembinalkl 1 j Eselonma 1 

S-1 I 19 Pembina 7 EselonIIIb 4 
Ii 

0-3 ·1 - Penalalkl 7 Eselon IV a 15 

0-2 - Penala 9 Noneselon 13 

0-1 - Penala Mucla 1k I 6 JFP 3 

SMA/SMIC i 
ii 

8 PenataMuda 2 I 

SMP j 0 PengaturTkI 4 I 
1. 

I 11 

I Pengatur -
I Pengatur Muda Tk. I - 11 ii I ii 

PengaturMuda - i 11 

I ii 
Jumlah I' 37 37 I! 37 

I, 1! 

Sumber: Data Kepegawaian BAPPEl.ITBANGDA KiJIJ. Pasuntan Tahun 20Z2 

I! 

ii 

II 
; 

I 

I 
11 

I 



Tabel2.2 
Pegawai Non PNS Melu'Ut Pendidilran Tahun 2020 

Pl!!llrdidilan 
No .Jabatan 

SLTA D1 ,I D 12 D3 D4 51 1
1 52 

11 

53 

1 PIT 1 2 I -
/1 

-
1/ 

2 THI.. 5 11 
II - 1 

' - 9 

Sumber: Data Kepegawaian BAPPEUT1JANGOA Kab. Pasuman Tahun 2022 

2.2.2. Sarana Dan Prasarana 

Kantor BAPPELITBANGDA ter1etak di Komplek Pertantoran Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pasuruan, Jalan Raya Rad KM 9 Bangil-Pasuruan. Dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan telah memiliki sarana clan praaana 

penunjang T upoksi sebagaimana label -tabel berikut : 

Tabel 2.3 
Sarana dan Prasarana BAPPELITBANGDA ICabupaben Pasuruan 

~ I No I Uraiall I .Jullllah 
I .1 

1 Kendaraan Dinas (mobil) 11 unit I 
! 

I 2 Kendaraan Dinas (sepma nnor) 24111it 
J 

3 I' I 48 unit I 
ii ~ Komputer 
11 4 
I Ii~ 
:I s B-etbook 

36unit 

ii 6 ! Printer 

5 

It ii Ii I 
61 unit: 

71 /itPllmt!er" i 
1 11 

·I 
$ ' Scanlner I 

I 
1 unit I 

9 11.lPS 26 i 

m ,' Mesiirn IICelliik Belkllmmiik I 3 unit 

\I 
u 11M1$1lRa,pai: 22 buah 

11 12 I KursiRapat 158 buah 
;! 

Ii 13 , KursiTamu 4buah 

I 14 MejaTamu 1 ! 
11 
1, 15 Kursi Putar 2buah 

I 
u 

16 Meja Biro I Sbauh I 

II 
17 Mejal<omputer i' 12 buah 

ii 
18 I Sofa ! 4 

II 
II 

19 Kursi Kerja i 75 I 
,, . . 53buah Ii 

3buah 

I 22 Kame@ 10unit: 
II II 

23 LCDProyektnr ! 9 !I 
I ii 

II 
24 LayarProyektor I 2 

II 

II 25 i' Microphone II 
1 II 

11 

Ii 26 Telepon I 30 unit 
II u 



' No i, Uraian Jumlah I ,, i I 'I i 

I 27 Mesin Falcsimile 4 i 
I I 

28 ,Televisi 1 I/ 

29 Kasel: Remrder 1 
' 

! 

:Jill I S"«lunldl siisllenrn I 1 paket I 

3:ll. i' Wiirele5l5 1 i 
32 'I IHlilqcanm 5 

' 
' D !GPS Sunit I 

I, 34 11 Air Conditioner i 36lrit I 
1! I I 

11 35 tMesinfotDkqJi 1 unit I 
I ! I 

Ii 36 lemari 8esi I 131:Juah 

!, ~ ' RakKayu 161:Juah ' i 

~ 38 Filling BesVMetal ,I 161:Juah ! 
I ; 

11 39 lemari Kaea 
' 

21:Juah 

11 
1' 

40 lemariKayu 141:Juah 

'I 
11 

41 lemari Buku Perpustakaan ' 51:Juah ! 
11 42 !' lemari Pela lbuah ii I 

ll 43 ' Papan Visuil 1 buah 

!1 44 I Alat Penghancur ICerfas 3buah 
I 

I/ 

Ii 45 ' Papan Pengmunan 14buah 

l1 
46 I Mesin Absensi 1 buah 

II 47 I Papan Panel 1 I 
11 I I 

Sumber: lJatiJ Imlenlatis Harang Tahun 2018 

Tabel 2.4 
5arana clan Prasarana Gedung BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan 

No I Uraiall lumlah Saluan I 

I 1 I Ruang Kahan 1 Ruang 
I 
I 2 I RuangSelaetaris 

' 
1 Ruang 

\1 
3 i Ruang Bidang i 4 Ruang I 

' 
4 j' RuangRapat I 2 Ruang i 

! I 
I, 5 Ruang Gudang 2 Ruang ,! 

I 6 Ruang Fungsional 1 11 
fl 

Ruang ! 
6 /IUDt 11 

1 i Ruang 

7 i MlJshola 1 I Ruang 
,, 

I 
,: 
I 
I 

8 I Datu I 1 Ruang I 
9 Toi1et / Kamar Maid fl 

4 1' 
11 

Ruang I 
SUmber: Bappeda Ka/Jt.pa'lell Pasuruan, Tahun 2022 



2.3 Kinerja Pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Sesuai dengan ketentuan unun dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 

yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,. jasa, dan/atau pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan publik identik dengan 

representasi dari ek.sistensi birokrasi pemerintahan, yang menggambarkan kualttas 

birokrasi pemerintah. Dalam hal ini tingkat keberhasilan kinerja pelayanan 

8APPEUTBANGDA Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dari capaian kinerjanya, 

berdasarkan sasaran target renstra periode sebelumnya yang dapat dilihat pada 

label 2.5 berikut ini : 



TAIIL 2,5 
Ptlnc1p1lan KlnerJ• Palay1n1n Parangklt D1er1h l1d1n Perenc1n11n Pembangunan D1er1h Klbupaten P11uru1n 

No I Jndlkltai . r•..-. .'fllrllttt .,..,... - .............. PD-,,.""" -r Riariiut ca,iiiift Tlllnm.... I ... cijaliiij pjda TlhUII ... 
Klne,Ji .. uat ffSPK · ·IKK lndlkator · · · · 

Tut•• clan ·. . . . · .. · · ·.i · Lalttttf• r 2011 I 2020 I 2021T ·2022 I ao21 l 2011 l 2oat 12021 I 20ft. f 20ll r a1i ~ J 1010 :r~ 2021 r2022 l 2023 , ..... ,p 
1 I . -=2• ... =t-==~-J=, _J: 5 - l e n:=r.a: .l ' t~o 1~1[ (2._L1-3 I 14 I 15 I 18 

Persentase 
Perangkat 
Daerah yang 

1 I mempunyal I I I I 84 I 88 I 91 I 93 I 100 I 85 I 89 I • I • I - I 101 I 101 
dokumen 
perencanaan 

',Y~ri,g ~,~. ' 
Persentase 
Dokumen 
Perencanaan 1 1 I I I I I 2 I Pembangunan - - 100 100 I 100 I • I • I 100 I • I - I • I • I 100 
Sesual 
Ketentuan 

'.'"' , ..... ,,.,,,.,,,,,,,,,.,,,t,1·,.",llls,w·:•,.,i• ,,,.,, .. ,,,,. ...... , .. ,,. .. ..,,,, ·1.1·••, .. • 

Persentase hasll 
penelltlan dan 

3 I pengembangan I I I I so I 85 I 100 I 100 I 100 I 125 I 118 I 100 I - I - I 80 I 139 I 100 
yang 
dltlndaklanjutl,, .... 

4
~

1~_i_± __ I~ I MJ_~~~~-t~r~1m~7 
__ 



2.4 Tantangan clan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPELITBANGDA dengan 

merujuk kepada deskripsi Tupoksi, Sumbef" Daya BAPPELITBANGDA, dan Kinerja Pelayanan 

BAPPELITBANGDAr tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam pelayanan 

BAPPEl.ITBANGDA lima tahun kedepan adalah : 

Ii Tantangan II Peluang 
I it 

Adanya persepsi masyarakat I Adanya kepercayaan masyarakaat terhadap 
I 

I bahwa pembangunan I perencanaan pembangunan 

·111 menjadi tanggung jawab I 
I pemerintah " ~ Masih adanya ego-sektoral I Kesempatan unbJk meningkatkan 

j dalam perencanaan ii lcemampuan kapasitas aparatur melalLi 

pembangunan I bimtek, dliklat, dan pendidikan formal 
I i 

/i Tuntutan dan asp1ras1 ~ Perkembangan teknologi informasi dan 

Ii semakin beragam dengan 'i komunikasi 

I berbagai kepentingan ~ 
Inkonsistensi perencanaan Adanya integrasi perencanaan dan 

pembangunan daerah akibat 

adanya perubahan kebijakan 

Sistem Informasi yang ada 

Ji belum dikelola dengan baik 

penganggaran yang efektif, efisie.n dan 

transparan 

Pusat mendorong unbJk perc:epatan integrasi 

! sistem irnformasi 

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan BAPPELITBANGDA 

A. Adanya Persepsi Masyarakat Bahwa Pembangman Menjadi Tanggmg 

Jawab Pemerintah. BAPPELITBANGDA mempunyai tugas dan kewenangan 

melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah, 

yang sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan dan terkoordinasi secara 

modem dan mampu menampung aspirasi masyarakat. Dalam fl.llgsinya 

untuk menjembatani aspirasi masyarakat, maka Musrenbang (Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan) adalah forum perencanaan yang dilaksanakan 

oleh lembaga publik yaib.1 pemerintah desa, bekerja sama dengan 

masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang 

dimaknai akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan 



dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber--sumber 

pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Akan 

tetapi, belum optimalnya peran masyaralcat dalam pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi pembangunan menyebablcan hasiHml pembangunan juga 

belum clapat dirasakan secara maksimal. 

B. Masih adanya ego-sektnral clalam perencanaan pembangunan. 

Menghilangkan ego-sekloral antar bidang sehingga dapat meningkatkan 

kualitas perenc:anaan sesuaii tugas clan fimgsi B BAPPELITBANGDA. 

C. Tuntutan clan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan. 

Penyelenggaraan pemerinlahan dalam masyarakat dewasa ini, pada 

intinya adalah merupakan proses koordinasi, pengendalian clan 

penyeimbang setiap hubungan interaksi tersebut Dengan demikia"I dapat 

diartikan bahwa format pemerinlah adalah sebagai fasilitatol" yakni 

menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, t.mtuk 

menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan 

pembangunan daerah. Pengualan aspek manajerial masih perlu 

ditingkatkan untuk memastikan tercapainya sinkmnisasi antara 

perencanaan pembangunan clan pelaksanaan pembangunan yang 

cilalrukan di tingkalan pelaksana. 

D. Inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan 

pembangunan terkadang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah 

disusun, hal ini disebabkan proses politis mempengaruhi dnamika 

perencanaan clan pelaksanaan program clan kegiatan pembangunan 

daerah. 

2A.2 Peluang Pengembangan BAPPELITBANGDA 

A. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. 

Meningkatnya peran serta stakeholder (masyarakat, perguruan tinggi dan 

organisasi masyaralcat) dalam proses perencanaan pembangunan dengan 



ikut serta mernberikan saran, masukan dan I..ISUlal--usulan rencana 

pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat 

B. Kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatu'" melalui 

bimtek, diklat, dan pendidikan formal. BAPPELITBANGDA Kabupaten 

Pasuruan terns melakukan peningkatan kapasitas, baik itu kapasitas 

kelembagaan maupun ka
1
pasitas aparatur melalui pelaksanaan bimmk, 

diklatw dan pendictikan formal, serta penyempumaan pelaksanaan 

administrasi perencanaan pembangunan. Pelaksanaan pelatihan yang 

dilakukan telah berhasil meningkatkan kualitas kelembagaan, 

ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia yang ada. 

C. Pertembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dengan penerapan 

teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan mendorong 

peningkatan kinerja, efisiensi waktu dan biaya, serta mempemmah proses 

dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan. 

D. Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan 

transparan 

E. BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan akan terus mengupayakan 

sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan 

dan evaluasi, dan pengendalian proses pembangunan. Upaya tersebut relah 

dirintis melalui adopsi teknologi perencanaan berbasis sistem informiE. 



BAB. III 

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS 

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

3.1 IDENTIFIKASI ISU - ISU STRATEGIS 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangman, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Identffikasi Isu - Isu Strategis sebagai 

berikut: 

1. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana yang mempengaruhi kualitas 

perencanaan. 

2. Keterbatasan daerah dalam mengakomodir aspirasi kebutuhan masyarakat. 

3. Penyusunan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan 

pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial. 

4. Perubahan kebijakan nasional yang sering menyebabkan keterlambatan dalam 

pencapaian indikator kinerja dalam RPJMD. 

5. Data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi 

kebutuhan dan belum tepat waktu. 

6. Implementasi dokumen perencanaan dan hasil kajian/litbang belum optimal. 

3.2 Telaahan Y-ISi, Misi clan Program Bupati clan Wakil Bupati Terpilih 

BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan mendukung terwujudnya visi Bupati 

Pasuruan tahun 2018-2023 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 

Tahm 2019yailu"'Mewuju(lal ~ Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya 

Sang", dan memdmung misi bupali Ire 4 yaitu Memperkuat dan memperluas reformasi 

iliilolklasi Ja19 IIIE!RMwng tala kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, 

llesih, efefclf, alullabel, dan demokrcms yang berbasis pada teknologi informasi. Misi 

tasebut diwu)dcan dengan tujuan Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang 

Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif. Bappeda rnendukung pada sasaran 

Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator 

Nilai SAKIP. 



3.3 Telaahan Rerotla Kementrian / lembaga clan Provinsi Jawa Timur 

1. Telaah Reftstla Kemenbian PPN/BAPPENAS 

VlSi dan misi Kementerian PPN/Bappenas yang akan dicapai melalui tujuan dan 

pelaksanaan program dan kegiatan mendukung pencapaian ~ sasaran, visi dan misi 

RPJMN Tahun 2015-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan 

bemegara sesuai amanat UUD 1945 yaitu rnewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan 

makmur, oleh karma itu, visi kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah : "Mewujudkan 

kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung 

pencapaian tujuan berbangsa clan bemegara" 

Untulc mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 

3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah : 

1. Menyusun rencana pembangl.Rlan nasional yang berkualitas dalam rangka : 

a. Mengintegrasikan, memadulcan (sinkronisasi) dan mensinergikan baik antar 

daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fWlQSi pemerintah, maupun 

antara pusat dengan daerah; 

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana 

pembangunan nasional, kajan clan evaluasi kebijakan yang berkualitas 

terhadap pennasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses 

perencanaan berikutnya clan atau untuk perumusan k.ebijakan pembangunan 

di berbagai bidang; 

2. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian 

PPN/Bappenas. 

2. Telaah Renstia Bappeda Provinsi Jawa Timur 

Bappeda Propinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2014-2019 akan mewujudkan 

visi : "Mewujudkan Perenc:anaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif, Profesional, 

Inovatif clan Bertanggungjawab•. Untuk. itu, Bappeda Propinsi Jawa Timur menetapkan misi 

2014-2019 sebagai berikut: 



a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia; 

b. Memantapkan penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

partisipatif clan inovatif; 

c. Melakukan pendataan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan pembangunan daerah. 

3A Telaah Rencana Tata Ruang Wllayah clan ICajian Unglwngan Hidlll) Sbab!gis 

Ila. 

(1) I 

1. Telaah Raleana Tata Ruang Wilayah 

VISi penataan ruang wilayah adalah terwujudnya penataan bJang wilayah yang 

n11ampu mendorong inveslasi produiklif. ltesflai dan optil19' secara berteardiila,11 lbagji 

sebd1 masyarakat. Adapun misi-msi pemlidliaan ruang ~ KalqJillml Paswruan 

adalah: 

a Meragopliri1nalkal insbunen-insburn yang berada dalam sistem penataan ruang 

glftl terwujudnya tujuan penataan ruang; 

b. Mewujudkan 5lrulctu" ruang yang bemlbang guna mendorong pertumbuhan 

wilayall seblgus mengool1gi lkesenjangan antar wilayah guna meningkatkan 

lremandirian masyarakat yang berdaya saing tinggi; 

c. Mewujudkan pola ruang yang produktif guna menunjang produktifitas wilayah 

secara be.rke.lan)jan; 

d. Mewujudkan progaam pemanfaala1 dan pengendalian pemanfaatan ruang secara 

konsisten Qt.nil rnendulwng maufaat ruang clan mensejahterahkan masyarakat; 

e. Mewujudkan teciplanya kepastiaa1 ham.an dalam kegiatan usaha sesuai rencana 

tala ruang serta mendorong peluang investasi yang lebih produktif. 

Tabel 3.1 

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah ICabupalen Pasunlan 

IndilasiPtuy.w Pellgal .. Rl:iLII Sil-·•· Alallal.alrali SbuldmRumg PenanfaalallRangpada 
Ruang b!rlladap Kel I F D Pelig I IJF'l"=lal Saatini Periocl6 Pelenca...-1 Pelata aa QPD OPD 

Bedcenaan 

(3) (4) (5) (&) 

---Desa/trel. .. 

... 

ICAWASAN 
PERDESAAII 

L PerWIQllllan Pusat 
Kqliatal-PIIIPel!llldlesaim 

-IIJ}IJamg dan JJ(!!RYiiJpiJR d'llil 
pendulall1g pen!IIC. 

pembanganan dtlerah yg le/Jib 
bilikdanll!n!nalna-

W'ilajahlfab.~ 
PPd (Pusat ~ 
desa); 
Pllsatfelayanan 
Perdesaallsudah 
terbefttuk pd fflilSing-

1.1. Pengen1m!lgilR 
Edd I pe11len:m -- ,..._. ma • ag illg 
DJ a 1t 

-DlbutuhkiJn Perenc. Ti.ltil Ruang 
yg lebih rind/detail sebagai 
pendetai/an dr RTRW unlJJk 



ND. 

1
1 (1) 

Sbulllw Raang 
Saatini 

(3) 

masing desa telapi yg 
belum adalab ~ 
nya {sislem) 

ICAWASAN 
PERKOTAAII 
PKL(PusatKegialan 
Lolral) PeibJlaau 
Rilnoill 

PKl.p Pandaan 
PPK Gempol. Tutur 

Indiusi Pnaglw 
p_ - r:faalan Raang .... 

I 
' Palgaluh Renc:ana ....... 
11, 

Paiude Pa&ICM­
Belkelw 

1. 

3.2. 

4. 

(4) 

a. Pe111ge111llilllJJi'M• I 
lrawasarl pedesaanj 
berbasis ilgluillisala 

& minapollan 

pdwfililyallPasunliJII; 
b. Peningkalan 

per1anian ldlusu!ila,a 

pd wl.. PasunliJII 
TIIIU &. Selalan; 
serta 

C. Pengembangan 

pusat pengolahan 
clan basil pertaliiln 

Pa191!1 bang• 
pusat hi-M• 

a. Peil!)l!fflballj)i'MI 
penolaan utama di 
Kah. PasunliJII 
sebagai Pusat 
Kegialaft Lokal (PIQ.J., 
Kegialan Lokal 
promosi (Pl(Lp) clan 
Pusat Pelayanarl 
Kawasan (PPK.); 

b.Menclorong & 
mempewsiaplra, 
pel1cDtaan Bangl 
sebagai pusat 

pemewi111lahan 
lcalJupalaJ clan 
pefralaan Pandaan 
sebagai pusat 
perdagangan clan 
jaSa;serta 

c. Mendomng 
pengembangan 
perlrDtaan Renlbilllg 

sebagai peluaan 
dengan fungsi utama 

perindustriao. 

M1!11111:.e111ak 
kegiatap 
l&iilllb!giasi 

..... ,.. .. 
- .. - Pl IYililll 

Peed I m ftmgsi 
b:W- D 

KilCaillUMila&aRI Pad I D 

3.1. Pe11ga, ..... 

3.2. 

3.3. 

3A. 

pn,dul( U•ll!lw■-• Di 
pcd.!.Hat; ....,_9,·a..,_ 
kaw:asan laFaa aladi 
pe.taniat pangan 
Pa .......... 
ag;owisata pada 
bu a · ·· 
Pat.I 7 2f1l'l1galll 

sislll!ln ........... 
pada Ila: I F 

Raang tatalap lra-tal I 
Pela,a.w;OPD 

(5) 

KilwasiJn PelDtilan diJn 
PenJesaan KeOlmaliln se 
Ka/JupillE!II Pa5u1uiln 

-Dibulllhltan 51.lillu Dolt.umen 
Perenalnaan w /elJil/ speslik le 
arah pengem/Jang,1n lanasatl 
penJesaa/1 {pedanian, 
~ ll1ili1p0lir.Jn} 

-DibulHhltall 51.lillu lJo/aJmen 
Perencallililn yg /ebih spesifik ke 
arah pengembilngan kilwasiln 
perko/:ailn (ibukolil kilbupaten, 
PKlp diln PPK} 

AlalallJlliasi 
Pa g I gar IIWi::; 

OPD 

(&) 

# PKL Bangl ( Kola Bangil) 

' 

# PKl..p ten:liri atas:Pertotaan 
Pandaan, Purwosari, Pasrepan, 
Grati, dan Pertotaan Gondang 
wetan, 
# PPK adalah lbukota 
Kecamatan Prigen, Sukorejo, 
Rembang, Pohjentrek, Gempol, 
Kraton, l.eJd. Nguliog, 
WnJngan. Rl!jaso,. -.-... 1011-~---. 
lfejayan,, Purwodid, Tutur, 
Puspo. Tosari, 8fj., clan 
Lumbang; 

PPK 

Kee. di Kah. Pa!Duan 

Kee. Prigen. Tosari, 
Tulur,&.Rejoso 

Kee. Tulur, ~ Puspo,, 
Tosari, lfejayan,, Wonoit10 



I 
I 

Indi1msi Plag1aa Pengauh Ralc:ana Slruldur ... a--
No. Slnlllba'Rlalg A;m,anfalantllatgpada Rlalgllellwlapllrlelluballa Palg 7 ganfllle; ' 5aatini Paliode Paieflll a, 

PelatwaaOPD OPD 
llel'llellililil 

' 

I' 
' 

I 

(1) I (3) (4) (5) I (6) i 
I 

3.5. Penge ...... Kec. Tublr, Pasn:pan,. Pu5po, 
sislela .... , .... Tosari, IC'ejaJall. WomejO. 
pada ._ 

I ~ Kec.dwi. Fesisir 
pullel • I KabPas(Bangil.Krcdlln,,~ 

Letwk & Ngulillg}. Kee. Grati, 
Gernpol, Pandaan,, Bej, 
Pasrepao 

ICawasan Perkotaan 
3.6 Pengembangan l1erllDtaall {PICL/ PKl.p) 

kawasan perkotaan 
utama di Kabupaten 
Pasu111an 

3.7. Pengembangan 
pelayanan sosial ...... ---sislan ........... ..... peon 

ing. 
. 

1g 
a.Penetap;m ibulda Perkotaan Bangil 

Kabuparen Pasuruan 

b.Pmelapan pusat Perkotaan Pandaan 
perdagangaRJjas; 

C. Pengent1Jaop11 pusat l\:imlaall Gempol dilR 
legialall elcmomi R8nbang 
melalui 
pengembangan 
indusm; 

d. l\:ilgembangan pusat Perlcotaan Pandaan, Purwosari 
pelayanan wisalla; &Qati 
sefla 

e. Pengembaftgan pusat 
lcegialall elcmomi 
pendukung 
pe,tanian. 

AA.. PelwlQUdm Sisliela 
Plaurana WL.ah 
4.1. Tra11sporlasi 

1. Tra11sp01tasi Darat 

a. Pengemb. - IOOIJutuhlran peny. RPIJM Bidang Kah. PaslHuan 
prasarana jaringan iRffirastJuklur maupml 
jalanguna ~ 
menunjang 

pedumbuhan -pemeralaan 
pembangunan 
wilayah: 

b. Pe11genlbanga11 
ilfraslrulclur 
pendukung 
prasarana jaringan 
jalan: 

1). Peninglcalan Kee. Gempol 
infiaslndclur 
pendulwng 
ape1ayanan 
terminal tiDe A 

2). taminal tipe 
C 
2. T1anspOl1aSi Laut 

a. Pelliiiylat.ll1 & Kec. Bangl- Kec. lJ!llok. 
pengemb. jau 
intemal 

b. Pengemb.jalan Kec. Letwk 
penghubuag 
utamaanlar 
Panglralan 
l\:iidaiatan Dan 
(PPI) dg Kec. 
seldlamya; 



1: 

IndiusiPliog.w I 
Pengaruh Renc:ana Sbulllla .......... 

Sbullllalbalg p__llfaalan Rualg pada I 
No. i Huang ll!ltalap ar.+e• 7 P«:q , .......... Saal:ini .. iode .. a::::.:a ·- L Pela,anan OPD OPD Berkenaan 

' 
! I 

11 (1) 11 (3) I (4) (5) 
' 

(6) !· 

C. Optil,idi&ISi pel. Kee. Leid dan Kec. l\lgllllllg 
PPI dari segi 
ketl!lsediaao I 

I 

sarana I 
- - . I 

d. Optimalisasi Kee. Leid dan Kee. l\lgllllllg 
pengembangan I PPidarisegi ! 

sosial elolOlni 
4.2. Prasarana Tetet,..aa Menyebar pada sebUh 

a. Pmyediaanlower' IC'8:alnatancll'iiDipatl:tt 
8TS (Bise Tiansa:it& Pastuuall 
_Oatbfl sa:ara bersama 
b. Pengadaan sistenl . 
internet, 3G dan GPS I 

C. Pmyediaan sistenl 
regulasi perencanaan a 
pengaturan (penalaan 
ruano I.Klara) 

4.3. Prasarana Lalglwngan 

a. Pengembangan TPA Kee. Deji, 
regional 8eberapa wi. Ire:. cl 

Kab.Pasuruan 
4.4. Prasaaa11a Energ,/lislJlt WI. Kah. Pas.. 
45. Prasarana Peiigaiilclll WI.Kab.Pasmuan 

a. Pemb. bang. Kee. Pulwosari,, Kee. LeJrDt, 
Bendung (dam, <Ek Kee. Bangil, Kee. Pandaan, Kee. 
dam, embung) & Kraloo, dan WI. Kah. Pasmuan 
peningk. bang. lain 
Beodung yg sudah 
ada sllg bang. 
pengisi/penyimp 
air lrelilca kemg 
dan/alau 
per1ge11dal luapan 
air lrelilca banjir 

b. Penanaman pohon WI. Kah. Pasmuan 
peregah lmgsor 

C. Peinb. clan WI. Kah. Pasmuan 
ninhl air 

Sumber. R1RW Kabupaten Pasmuan Tahun 2009-2029, Bappeda Kabupalm Pasmuan; Hasi Analisa 



(1) 

Tabel3.2 

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan 

Rel!K.a11a Pola 
Ruang 

(2) 
Perwujudan 
Kaw.Lindung 

Pola Rllmg Saal: 
Ini 

(3) 

tnclbsi.,,_agiiara 
Ptsaallfaalati Rllmg 

Pada Peliode 
Perencanaan 1Bellralaia 

(4) 

1.1. Hutan Lindung Hulan Llndung (milik a. Pemantapan 

.11.2. 

13. 

IIC'iivt. RJl,1lllliii 
~ 
balrau 
(~) 
Kaw. TamaR 
Nasional 

negara); Hutan 
Rakyat (milt 
masyarala); 
kawasalJ 
pennulmnan 

~ pilliliilii 
~ ba1ral 
(mangrove) 

Kaw. Taman 
Nasional 

1.4. Kaw. Tamaa Kaw. Taman Hulan 

Hulan Raya Raya (TAHURA) R. 
SCDlA 

b. 

kiMa!ian lndung 
bemilai stralegi5 
dallam penyediaaR 
air 

Memell1illa hablat 
ill'lam llreaslan 
~IDI 

Perlilduogan 
Taman Nasional 
8mmO -Tengger­
Semeru 
~uogan Tamao 
Hulan Raya R. 
Soeryo 

Pmgauh 
Renfaae.._ ............... 

lrellutuhal I 
Pela,-.m OPD 

(5\ 

Alallal.alallii 
Png I g Pe1a11 

OPD 

(6) 

ICec. Tuba", Puspo, Tosari,, dan 
Lumbaog. PrigeJI,, Gernpol,, 

4 PUlwodadi 

• Peaiiiglt,Jla.; 
KoDtr/ina5i 
(pem,c 
pell!Jl!"1l.hil1} 
mtas OPl) unbJk 
Pelenc Pemb. 
Bid. ~ 
Pl!letr.. 
pelllfJl!!III/J 
ilha5tnJkhu; 
Kaw 
~ 
l'i!nJd::ngga.dtl 
PeRalaa/1/luiirg. 
Pl!letr.. Pemb. 
Bid.Sos/Jut/ 

• Peoy.Reltlc:..Rmci 
Tata Ruang 
{RD1R) s/Jg 
penjabaran 
lllRW Ka/J. 
~ SE!l1a 
llll!ffl/1iJkal 
pedoman 
peR!IIGJllili1I 
pe,lldl&1iillJn 

Sepalljang IDlfai uaa 
Pasuruan 

ICec. Tuba", Puspo, Tosari,, dan 
Lumbal1g 

ICec. Prven. Purwodadi. 
Prigen dan PUlwo5ari 

Ii 

I 
i 

1.5. Kaw. 
Wsata 
(IWA} 

Tarnan Perlnduogan wisata 
alaln: 1). TWA 
Treb!s 

diJtl ~&1 t-----------. 
peR1illllaalan ICec:. Prigen. Punlodadi 

I 1.6. 

11 

i 

I 

1.7. 

Alam 
Kaw. Ta,nan Wsala 
Alam (IWA) : TWA 
l1EfES & TWA G. 
BAUf«i 

a. Kaw. (agar Kaw. Cigar Budaya 

Budaya dan i dan Dmu 
Dmu Palgetahuan 

Pengetahuan I I 
I I 

llj:..:adilll 

b. Kaw. Cigar 
Budayadan 
Dmu 
Pengetahuan: 

Kaw.Rawan 
Bencana Alam 

J lbmwar tawasan i' 

l'l 1rama seliiila " tdillln ,I 
1! • •---liiiiil!J !I 
11 ii 

I /I 
I 1! 

I !/ 
I I, 

! 11 

11 i , ,I 

b. KawasanC,agar 
Budaya dan Dmu 
~uan: 

1) Kaw. Kebun 
Raya 
Pmwodadi 

ICawasan Rawan 
BencanaAlam 

IUi1llg/liJ/lil di 
WL Ka/J. 

2). TWA G. Baung Pa5Unal 

a. Perindungan /Jipeduk;ln ICec:. Gernpol,, ICec. Pandaan 
(agar budaya pe,&ICailiililll l11illao ICec:. Purwosal\ Kee. 

b. Kawasan Cigar 
Budaya, dan Dmu 
~uan: 

l)trawasan 
ICebun Raya 
PI.DIOdadi 

a.lCawlasailrawan 
bencana banjir 

b. Kawasan rawan 
bencana alam 
lainnya 

yg /elJ6I speslik Purwodadi. Kee. Prigen. Kee. 

I ~ 1lll!ldJkung ~ =-ir!\:!~ Kee. 
pe,enGIIJililll I 

1=z-· 
OilJlltJllllril i Histapa, u~amo,,. 

11 /a!riJII, RIPPDA • 

'I {PariMlisala), , 
Intltlslli ~ 

' PtJndok ~ 

ICec. PUlwo5ari clan ICec. 
Purwodadi 

Kee. Gempol; Kee. Blj; Kee. 
Rembang; Bangif; Kraton; 
Grati; Pohjentrek; 
Gondangwetan; Rejoso; 
Wmongan; serta L.ekok 



(1) 

11.2 

g I l'llllil 

11 

1
1 ........... ,1 

Iii 11·11 
.... 

II 
I 

(2) 11 (3) 

1.8. Kaw. Undung Kawasan Undung 
Geologi Geologi 

1.9. Kaw. Undung Kawasan Undung 
l.ainnya l.ainnya 

PenllQldmlraw. 
Pllddaya 

2.1. Rene. 
Peruntulcan 
Kaw. H.Pro-
duksi 

2.2. Rene. 
:Pe!MlilotLllaQ 
Hriallr. IPeraa-
llllialm 

Kaw. Hulan Pmduksi 
(milik negara); Kaw. 
Hutan Rakyat (milik 
masy dg fungsi 
hutan produk.sV 
konsentasl); 

Kaw. Pertanian lahan 
basiAt, {sawala),; 
~ !Ple:lltii.iiia::. 
llialiiall lmiimJA, 
Nraw.ta5am 
~ 
liiilu&siillm 1lil!millngalal 
~ 
~ ~ 
l(Bdliffi­
jag,,j~pe!ll!lmla ------------~] 

2.3. Rene. 
~n 
Kaw. Perlre--
buoao 

2..4l. lABlc.. 
ll'lerwmbui.llm 
IICilNIIJ. IPlaril'a-
llllilllll 

I ff ·p__..... 
Ill 7 7 ■-.g 

.... Pm: , 

Illa ---

2.1. 

2.2. 

(4) 
a. Koosevasi kaw. 

rawan bencana 
alarn leluSan 
gunung berapi: 
l)G. Bromo; 
2)G.Welirang 

b. Kaw. rawan 
beacamgeinpa 
bumi din limllgsor 

C. Kaw.n.Balill!I 
bencalllill.ilalm 
lainnya: 
1). Kam. 
~n 
salllmlai 
1111elljpldii: 
~n 
salllmlai Taman 
IJlli'llSiiml!lail 
!Bl"l!Jlllllll)­
lfemggrer­
Semloemlll 

2l).. ira1111. Dillllbuhan 
Airr Tanah 
~yang 
llenlletlial: di 
PegA[jmna-
\'Q\/ellilatll9 &. 
Peg.lllmmo 

«11..IICDw .• !iiellllpildaJI 
Somber Mala Ail' 

Pengemb. hulan 
produtsi bemiai 
eJronomi tinggi 
dengan filngsi 
lindung dianlaranya 
dengan leboisasi 
tanama,n untuk 
menahan tanah 
Pengemb. Kaw. 
~ 

~lllllh. Kaw. 
pemtamiialln lahan 
lbrar5ah 

~ kaw. 
RJBttallliiilllll lahan 
IIE!iimg 

c..Pengemb. Kaw. 
~ 

2.3 Pengembangan 
Kaw.~ 

2.."11.. !Plemp!!mllailugian 
Rrlaw.lisampelliilcalJan 

Pengaruh 
Rencaal'llllil 

Ruilll91erhadap 
KielHlbllal 

Pela,a ... OPD 

151 

11 

AlallMI.IIDli 11 

p g I g Pelz; man j· 

OPD \ 

II <•> 
Kee. Tosari, Prigen clan 
Pulwosari.. 

(Kee. Tulur; Pbspo; Tosari; 
l.umbang; Prigen 

Kee. Tulur, Ira:. Tosari, Ira:. 
Puspo, clan Ira:. l.umbilng. 

Kee. Tosari, Tulur, Puspo, 
Lumbang. Purwodadi,, 
Plawosari, Prigen clan Gen.-,1 

Mala air IJmliulan dan Somber 
Mala Ail' Banru lliilll di Kee. 
Winongan 

Kee. Gempol. Purwodadi,, 
Plawosari, PrigeD. Tublr, 
Puspo, Tosari,, ~ 
Kec. Lumbang, Kec. lfejaJan. 
Kec. Ngulng. Kec. Grati, Ira:. 
Winongan 

Kec. Nguliilg. Grati, 
WIOOllgall. l.eld:, Rejoso, 
Gondangwetan, ICejayan.. 
Pohjellbek, WOloejo. 
Purwodadi,, Plawosari, 
Sulalrejo.Pandaan, 
Prigeo.Gempol. Beji, 8angil, 
- clan Ira:. Krallln 

peogernbangan lrawasall 
regalanJladang dan sawall 
tadah hujan yang felsebar- di 
Kab. Pas. 

Kec. Tulur, Tosari, I.Jllnbang, 
Pastep,111 dan Ira:. Pandaan 

Ira:. Pasrepilll &.Kec. K'ejayall 

~ di hampir semua 
Kec. yang ala cl Kah. Pas. 



I/ Pengill .. I 
I! II 

PolaRuangSaat ledlesi Plagiam RelllaaPola 
~lalaa I No. RelllaaPola lni Per fa ti~ Ruang ........... Pnge I g IWiE; nan 

Ruang Pallal'elicNle lfellublla OPD . 

Peleni a IBelkenaan Pe1a1 1a10PD 

(1) (2) (3) (4) 151 (6) 
2.5. Rencana 25. Fa!lgffllbangiul menyebar di hampir semua 

Peruntulran ICawasalil Kee. yang ada di Kabupaten 
Kawasan A!lanakan Pasuruan 
Petemalcal, 

2.6. Rencana 2.6. Pl!ngefflbangan menyebar secara proporsional 
Peruntulran Kawasan & terbatas di beberapa kec. di 
Kaw • Fertambangan Kab. Pas. sesuai sebaran 
- . 

potensi &. kel!dala yg ada. -
2.7. Rencana 2.7. Fengembangan lfab.. Pas. 

Peruntullan Kaw. peruntulcan 
Kaw. indusbi 
Peruntulran 
indusbi 

2.8. Rene. Kaw. 2.8. Fengemb. Kaw. 
tujuan tujuan pwiw&tta & 
parMisala & daya larik wisata 
daya lade 
wisala 

2.9. Rene. Kaw. 2.9. Fmgembangan 
pennulciman ICawasclin 

permuunan 
2.1 Rene. Kaw. 2.10. Fengembangan 
al. ~ Hallisalffll 

~llgilllll 

C. • .. .. i 7 w.: 1 - Pel6Jgta/;,dl 

Sir 7 .- SI. 7 .- KIit A'etl:sSEdeati 
u. ~ 

IK'alllalsanl miller 
Oolalmen 

5IIJridlep; 
(Bt'SlNI} PelenGlnaan 

Rdam ~ 
1.2. ICawasan 1.2. ar..111 ■1 Kajiatl & DobJmen 

9rategis 511..agis pelf!IIG1lliJli 
Ellllnomi Ell'llllmmi ~ 
a. Kaw. a. Kawasaralndusbi ldlususn,a 
Indusbi& ICawasan Indusbi & & penmtulran diptiotilaslan unlJJk 
peruntulran peruntulran indusbi indusbi • , unlllklawslrillegis 
industri: dill, andiJtliJn 
b. Kaw. b. Kawasan sekitar 
seldlar iinll!n:hange tol; -inlerdlaoge 
lol; 
C. Kaw. C. Kawasan -
agropolilan; cl!JlllllOl!it.an; 
d. Kaw. d. Kawasan 
llllilliiiip&li lilliffiil!IGfflliim 
e.. llrilllr. e.. IIClwasall 
ai!tlaqgilciiF amlmgga <il!J' 
ff'. llalw. pe!iiisiir ff'. llalwal!iiillln pesisir 

1.3.. l!ralr. !ilrallEgi5 1.3.. l'aiasaffll 5lralEgiS 
UldJdk wdd'. IEJpe,atil,gan 
~ IPJl!llldlarrapmilliln 
perda,fill§lll&B '.SIIIDl!liardlilj&t alam 
ffll SlilllldJendlal G!lilly•w tE!lknoklgi 
iilallllll ~ Uiilfflgji: 
lk!liiidl§i linggji 
: 
lill. llrallll'. llaai11SM lill. llawasan Desa Wilha'oiiell;, IC'ecanliillan 
~ §ll!llll.!llll!lilllilllrjalm 

!Pf1!119!11111111ildp1 Gesnpol 
~ Stasiun Pengamat ~ Pengalnat 
Pengamat Dirgantara 
Dimantara 

Olrgantara (LAPAN) 

b. kaw. Pl TGU kawasan PLTGU b. kawasan PLTGU Desa Wales, Kee. lelrot: 
Grati Grati (PT. Grati 

INDONESIA POWER) 
1.4. Kawasansosio- Kawasan sosio- 1.4. Kawasan 50SQ-

budaya; budaya; budaya: 
1.5. Penyelamatan 1.5. Penyejamalan Kee. Tulur", Kee. Tosari,, Kee. 

linglcungan finglcungan hidup: Puspo clan Kec. l.umbang 
hldup: 



Pellgilluh I 

Pola Ruang Saat Indilrasi Pwagaam Renr:ana Pala Ar.llal lallasii 
No. RencanaPola Pemanfaatan Ruang l Ruanglalalap Pug I gaPela1 

Ruang 
Ini PadaPmiode ICelNllllhan OPD 

Perencanaan,Benenaan Pela,-OPD i 
(1) (2) (3) (4) 151 I (&) 

Kaw Taman Kawasaim Taman 
Nasional Kawasan Taman Nasional Bmlm-
Bromo-

Nasional Bromo-
Tengger-Semeru 

Tengger-
Tengger-Semeru dan dan Tahura R. 

Semeru &. Suryo; 
Tahura R. 

Tahura R. Suryo; 

Survo· 
Sumbel": RlRW Kabupaten Pasuluall Tahun 2009-2029, Bappeda Kabupaten Past.wan; ttasl Ana1!ia 

2. Telaah Kajian Ungkungan Hidup Sbategis 

Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Per1indungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan amanat kepada Pemerintah Daercll 

untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KUIS) guna memastikan 

bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 

dalaln pembangman suatu wi1aJaD dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program 

Keglalan Rmcana Pembar9ffltl. Telaah KUtS dalam dokumen RENSTRI\ ini 

~ bagian dcwi KLHS RP.N> adalah analisis sislematis, menyeluruh, dan 

partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan b.Jjuan pembangman 

berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Strategis adalah hal yang menunjulcan 

komibnen terhadap pencapaian b.Jjuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan 

berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi 

lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi Ice dalam strategi pembangunan LDUlc 

menjamin keulman lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, 

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 

I 
II I II 

ii 
' 
11 



3.5 Penentuan Isu-Isu Sbategis 

Dari perrnasalahan-permasalahan yang ada dengan memperhatikan telaah 

lcebijakan dari Pemerintah yang lebih tinggi dan dokumen terkait. maka dilakukan 

pembobotan untulc menentukan isu strategis. 

~ 11 Bobot X I' 
Bobot I nilai (1-3) II Niai I Masalah 1 

I 
,, Belum optimalnya 

,1 kapasilas aparab.R" 
I 
1! perencana yang 

I mempengaruhi 
! kualitas 

ii perencanaan 

~ 
11 

I 
11 

!I 

11 

!I 

11 

11 Masalah 2 
11 

I 

' Sistern e-planning I masih dalam tahap 

I pengembangan !l~dalam I, ........ ~ 

1~ 
I masih diperlulcan 

1lbanyak. 
11 ~ 
ti1 penyesuaaan. 
I 

II 
I 

! 

!I 

Krileria 

11 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan 

I terhaclap pencapaian sasaran 

Ii pembangU1an nasional i Merupakan tugas dan tanggung jawab 

i Pemerintah Daerah 

~ Dampak yang dtirnbul<arlnya terhaclap 

I daerah clan masyaralcat 

,, Memiliki daya ungkit yang signifikan 
1 terhaclap pembangunan claerah 
I 

Kemungkinan atau kemudahannya untuk 

ditangani 

·I 
Ii 

!I 
I 

Prioritas janj politic yang perlu diwujudkan I 
Total 1 

Krileria 

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan 

terhaclap pencapaian sasaran 

pembangunan nasional 

I Merupakan tugas dan !tanggung jawab 

Pemerintah Daerah 

Dampak yang ditimbulkannya terhaclap 

daerah clan masyarakat 

Memiliki daya ungkit yang signifikan 

terhaclap pembangunan daerah 

i Kemungkinan atau kemudahannya untuk 

! '1 ditangani 

' 

I 

II 

I, Prioritas janj politilc yang perlu diwujudkan I 
I 

Tolal 2 ii 
11 

10 1 10 

25 3 75 

II II 
11 

l II 25 3 75 I 
I I 

I 
15 2 30 

10 2 20 

I I 
15 2 30 I 

I 

100 I I' 240 13 
ii II 

I! ' Bobotx 
Bobot i nilai (1-3) 11 . 

11 I Nlai 

10 3 
II 

30 I 
I 

25 2 50 

25 2 50 

15 2 30 

1/ 

I Ii 
I 

II 

10 3 30 

i ~ 
' 15 1 15 

100 l 13 
II 

285 



Masalah 3 

·I 

I 
ii Keterbatasan 

I I daerah dalam 
11 mengakomodir 

I aspirasi kebutuhan 

' masyarakat 

!1 

II 
ii 
ti 
11 

! 
11 

I 

Masalah 4 

I 

I 
I 

! 
11 Penyusunan 11~ 
II pembangunan 1-~ 
11 menggunakan 

ii pendeka1an holistik. 
II integratif, tematik. 

dan spasial 

I 

I 
11 

I 
i/ 

I Masalah 5 
I 

! 

I PenJbahan 
I kebijalcan nasional 

11 yang sering 

Krileria 

Memiliki penganjl yang besar/signifikan 

terhadap pencapaian sasaran 

i pembangunan nasional 

! Merupakan tugas dan tanggung jawab 1~-m yang 

! daerah clan masya-akat 

0a pale ditimbulkannya terhadap 

. Memiliki daya ungkit yang signifikan 

terhadap pembangman daerah 

Kemungldnan alau kemudahannya untuk 

ditangani 

/1 

11 

11 

I 

Prioritas janji politik yang per1u diwujudkan I 

I 
Tota13 

Krileria 

Memiliki penganjl yang besar/signifikan 

terhadap pencapaian sasaran 
pembangunan nasional 

Merupakan tugas dan tanggung jawab 

I Pemerintah Daerah 
I 
I 

Dampak yang ditimbullalnya terhadap I· 
daerah clan masya-akat 

Memiliki daya unglcit yang signifikan ![ 

terhadap pembangman daerah 
I 

Kemungkinan alau kemudahannya untuk 

ditangani 

I I' 
Priorilas janj politik yang per1u diwujudkan 1i 

11 

Total4 

t 
I 

Krileria I 
, Memiliki pengaruh yaig besar/signifikan 

I terhadap pesacapaicln sasaran 
pembangunan nasional i 

~ 1 Bobotx 1
1 

Bobot: 11

1 
ni1ai c1-3> 11 I 

I Nlai l 

I 

10 3 30 

25 3 75 

II I 25 3 I 75 
I I 

15 ,I 3 45 I 

I I Ii 
I l/ 

11 

10 
11 

1 10 
,j 

I i I I 
I ! 

15 
j 

1 15 
I 

' ii 
100 14 250 I 

' 

11 !1 

ll<mt I DB(l-3) I e:x I 
I I 

I 
10 I 3 I 30 

I 
I rl 

I 
II 25 I 3 75 

I I 
25 ~ 3 )I 75 

I 

11 M 

I I I 

15 I 3 45 ii 

I 

10 i 3 
1' 

30 I 

I I 
! 

II 
I 15 i 2 I 30 

I I, I 

100 i 17 I 
285 

i 
Bobot: 

I II 8obot X 11 

11 nilai (1-3) 11 Nlai 
1 

I' 11 

,I 

10 3 
ii 

30 
'1 I 



ilmenyebabkan ~ Merupakan tugas dan tanggung jawab 
11 25 1 25 
11 lceterlambatan 11 Pemerintah Daerah 
11 

II 

1i dalam pencapaian Oampak yang cltimbukamya terhadap 
25 3 75 

!I inc1ikatDr kinerja I daerah clan masyarakat 
I! I 
· dalam RPJMD. I Memiliki daya ungkit yang signifikan 

15 3 45 I 
I terhadap pembangunan daerah 

Kemungkinan atau kemudahannya unbJc 
10 1 10 

ditangani 

11 Prioritas janj politik yang per1u diwujudkan ii 15 1 15 

Tota15 I 100 12 200 I 
I 

~ I' Bobot II 
Nasallata6 IICl!leria Bobot ~ nilai (1-3) x 

I Nlai I 
.1 Melaillci f)elllgilldl yarg besar/signifikan 1/ !I 11 ;I 
jl j terhadap pencapaian sasaran 10 2 11 11 20 
11 

I' pembangunan nasional 

1\ Data dan ilfotmasi 

1 

Merupakan tugas dan tanggung jawab 
25 3 75 ii pendukoog Pemerintah Daerah 

11 perencanaan ' 

1i pembangunan 
I Oampak yang cltimbukamya terhadap 

25 3 75 

1-- daerah clan masyarakat 

I uru I Memiliki daya ungkit yang signifikan 
I memen l terhadap pembangunan daerah 

15 2 30 
11 

lj kebutuhan c1an 

1-IEIH-• Kemungkinan atau keff1udahannya mtuk 
10 1 10 

I 
ditangani 

I 

It Prioritas janj politik yang per1u diwujudka1 I 15 1 15 
I 
' 

H Total& 100 12 225 

Bobotx 
Masalah 7 I ICriteria Bobot nilai (1-3) 

,. 
1/ !/ Nlai 

I 

11 

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan 

'i lmplementasi , terhadap pencapaian sasaran 10 1 10 
11 

JI dokumen pembangunan nasional 
11 

11 perencanaan clan ; Merupakan tugas clan tanggung jawab 
25 3 75 

ii hasil kajian/litbang Pemerintah Daerah 

1J belum optimal Oampak yang citimbulkannya terhadap 
11 25 3 75 
11 daerah clan masyarakat 
!I 



I 
I 
I 
I 

11 

1· II 

I 

I 

i Memiliki daya ungkit yang signifikan I 
1, 

15 11 3 
1
1 terhadap pernbangman daerah 

II 

r 1, 

1\ 
,I 

I \1 

Kemungkinan atau kemuclahamya untuk I I 10 2 
ditangani 

,1 

11 11 

' 1j ·I 
I Prioritas janj politic yang perlu diwujl.dcan 11 

1. 

15 I 1 I 

! Ii 
Tota17 I 100 I 13 

Dari hasil penentuan isu strategis, maka yang menjadi prioritas untuk 

ditangani adalah : 

' 

I 

I 
I 

II 

1. Penyusunan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan 

pendekatan holistik, integratif, tematik clan spasial. 

2. Keterbatasan daerah clalam mengakomodir aspirasi kebutuhan masyarakat. 

3. Belum optimalnya kapasitas aparatur perenc.ana yang mempengaruhi kualitas 

perencanaan. 

4. Implementasi dokumen perencanaan clan hasil kajian/litbang belum optimal. 

5. Data clan infonnasi penclukung perencanaan pembangunan masih belum 

memerm kebwml dan bebn tepat waktu. 

6. Sistem E-Planang masih dalam tahap pengembangan sehingga dalam 

penerapamya masih dperlukan banyak penyesuaian. 

7. Perubahan kebijakan nasional yang sering menyebabkan ketertambatan dalam 

pencapaian indikator kinerja dalam RPJMD. 

Dari hasil skoring tersebut maka diperoleh isu sbategis sebagai berikut : 

1. Optimalisasi 5istem Perencanaan Pembangunan Daerah 

2. Pengembangan Sumber Daya Perenc:anaan 

3. Belum sepenuhnya rekomendasi hasil perencanaan serta keltbangan 

ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah. 

45 

! 

20 
I 
I 

15 

240 



BAB. IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan clan 5asaran 

1. Tujuan 

Tujuan dan sasaran BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan merujuk 

pada sasaran daerah yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2018-2023. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator serta target 

kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam 

tabel 4.1 berikut: 



Tabel 4,1 
Tujuan den Sanran langka Menengeh Pel1yen1n Per1ngk1t D1erah 

NO, TUlUAN /SASARAN lNDIKATOR TUlUAN / 
SASARAN 

Tahun 
Deur/ 
Kondlll 
Awai 
2018 

(1) I (2) _ .. _ ="-===-~ ·-'~=~ I ~=J!L~ 
-~1~ TuJuan 1 lndlkltor TuJuen _ ~=• 

Menlngkatkan Kuafltas= Nllal SAKIP Perencanaan 
Perencanaan Pembangunan ·=--==~~~- - 1., ~ 

22,75 

Nllal SAKIP Pengukuran 

TARGET KINIRlA TUlUAN/SASARAN 

PADA TAHUN Kl • 

2011 I 2020 I 2021 I 2022 I 2023 

~~=~l-~-~ -~-· <7~=1!> -=LJ!L== 

KONDISJ 
AKHIR. 

2023 
{1~) 

==· -. -=.=t==--~~~-1=-- ·----====t==-=-·= ~- 4--==~==--t 

23,00 23,62 24,50 25 25,50 25,50 

1,1 
~----~---· ·--==----== ·•-- ---------=----- I' --~;,:,;,c•~·-~::,, + T .. ·1· 

Sasaran 1 Indlkltor Slnran --~~-~-~==+-~=----=- "-~-~ 
Terwujudny@ §i§tem 
perenctni\111'1 p@mbangunan Persentase Perangklt D1erah 
daer1h yang p1rtlslpat1f, yang mempunyal dokumen 
terlntegrasl dim perencanaan yang bllk 

~ 1 b!r~tJ•r:iJJ.1.t!f! ,_ _ 
(sesual regulasl; keselarHtn dok 
perencanaan rpjmd-renstro, rpjmd­
rkpd, renstra-renja, rkpd=mnja, 

= . _ ---·- I rkpd-kua p~Si ~rtlsjQJl~-
1. sesual permendagrl OG/1017 ( 

slstematlka RENSTRA din 
~ ---= --+--==,==========---- RENJA) 10% _ -==-=-=+=-== 

2. keselarasan dok per@n@naan 
RENSTRA - RPJMD ( TYjuan, 
Indlkator Tujuan, Pro;rilm, 
Indlkator Program din 'ferget 

N/A 

=---~ - ·--- -=-= """"= . Klnerja) 20%~~-==--==t==-~=====+= 
3. keselarasan dok per@neanaan 

RENSTRA ·RENJA ( ~mgram, 
=-~-===--==--I=-===~=== Kmlatan, lndlkat~r den IJ.~=="'"'==-= 

·-- ·---....::....'"="'~~==,-~--...~ =t-,..:.=.. I ,, - ~ __ ,,.,,,,. 

84% 88% 91 % 9e% 100% 100% 

=-----t==-=·-=-~ i ·--====- +-- ~- -- . =I 

-=~------t===·--~""'9'--"-~=~ ·~· ~--F-~-=--=-~~-,=~--

~--1=~=----~-=+==~------~=t== ... f-= -==----~'-·-

=-=--..=.=.=--=--=-== " -- - =L ="========al=, 



Tahun TARGIT klNIIUA TUlUAN/SASARAN oa1ar / KONDISI 
NO. TU.JUAN /SASARAN lNDIKATOR TWUAN / KoncUtl PADA TAHUN Kl,. AKHlR SASARAN Aw•I 

2011 Z011 2020 2021 .· 2022 2023 2023 
(1) (2) (4) (5) (I) (8) (7) (8) (1) (10) 

Klnerja ) 15% 

·-- =====--==----4"Y----- =• -=-==- - - - - . .. .. .,_ = = .- . -

4. kesetarasan dok perencanaan 
RKPD - RENJA ( Program, 
Kegiatan, Indlkator, Target 
Klnerja dan Pagu Indlkatlf ) 
20% 

=-· == -e' keselarasan RENJA OPO • Berlta 
Atara MUSRENBANG RKPD ( 
Program, Kegiatan dan Lokasl ) 
10% - . ... . -

e. keselarasan Dokumen 
Perencanaan PO (Renstra, 
RenJa) dengan Dokumen 
Perencanaan Sektoral 5% 

7. 
~~= ~ -

Catatan Khu1u1 : Untuk 
Perangkat Daerah kategorl 
Balk ( 800/o • 1000/o ), dlbawah 
800/o dlkataaorlkan Tldak Balk 

=· -, .. -- = ·= 
PerNnta1e Dokumen 
Perencanaan Pembangunan n/a n/a n/a 100% 100% 100% 100% 

-~ -- ·- Se1u.-1 Ketentuan - -1=- - - -

8. Ketepatan Waktu 
~' ... _ ·--~-= ~~~-- --- ..... 

9. Kesesualan dengan tahapan 
penyusunan 

- -· - - - .. - - - --



Tahun 
TARGIT KiNIRlA TU.'JUAN/SASARAN D•11r/ KONDISI 

NO, TU.JUAN /SASARAN INDIKATOll TUJUAN / Kondl1I AKHlll 
SASARAN Awai PADA TAHUN Kl • 

2018 ao11 2020 2021 2022 2023 2023 
(1) 

--,==== (21=_~- --~ . (4)_== (1) (I) (8) (7) -· (8) (9) -- (10) ~- - -- -- ~ -- - ---- -
10. Dlacu oleh Perangkat 

daerah dalam penyusunan 
dokumen perencanaan 

~· -- - - -- -- ... - _,,.. . = - - . -- - . - - = . - -- = i==,,:-- - -
2.1 SIAran 2 lndlkator Sa11r1n 

- -- --- ·-·- - -~= -===--==-= ....... =--"==------==---=---= :,.~--------=~-~ 
Menlngkatnya ha1II Per1enta1e h11II penelltlan dan 
penelltlan dan pengembangen yang N/A 80% 85% 100 o/o 100 o/o 100 o/o 100 o/o 
pengembengan dltlnd1kl1njutl 
11bag1I deur kebljakan 
da,rah, - - - -- -

(Hasll penelltlan dan 
pengembangan yang dltlndaklanjutl 
/ Akumulasl Jumlah Penelltlan dan 
Pengembangan yang dllakukan 

-- -·":!;=~'=--==--~-=-~ - mulal Jah_ui:, i.Ql§) __ * 10_9 __ .o/o 
Dltlndak lanjutl : Dljadlkan procf uk 

--= - -- -- = =-,...-•~-=.=...., ea=- - === ~ 

hukum/Sebagal dasar pelaksanaan 
keglatan Perangkat 
Daerah/Dlttndaklanjutl oleh 
penelltlan dan pengembangan 
selanjutnya/Dllaporkan kepada 

-- = Keoala Oaerah -·-- -= ---- --- - - --- - - - - ---
1,1 ll11r1n 3 lndlkator Sauran 

:=: -- -- -- -- -· --- ~---=,.--~= ~=--==.---=--=== ,_ - . --- --~ -~--==~-~--. ---- --- -------,,,~-==--~ ==---=..::,, 

Menlngkatnya akuntabllltas Nllal SAKIP Perangkat Daerah 76,30 81,48 83 84 85 85 Ptrangkat Daerah 
- - - -- - =---.= ===--=---="'----=--



BABY 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

l. Sbalegi 

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan, BAPPELITBANGDA melakukan 

analisis SWOT sebagai berikut : 

I Inb!rnal 
! 

I I Kelwalan (S) = 

Kelemahan (W) . . 

! 

Eksternal 

Peluang (0) : 

1. Proses 
pengembang 
an aplikasi e-
planning 

Tabel 5.1 

Analisis SWOT 

1. Kualifikasi SOM yang bailc 

1. Belum sesuai dengan 
Permendagri Nomor 5 
Tahun 2017 tentang 
Pedoman Nomeniklatur 
Perangkat Daerah Provinsi 
dan Daerah Kab/Kota 
yang Melaksanakan Fungsi 
Penunjang 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan. 

1. Turut serta dalam 
pengembangan aplilcasi 
perencanaan secara 
elektronik berbasis web. 

2. Menyusun SOP 
pelaksanaan tugas dan 
fungsi Bappeda untuk 
menghasilkan produk 
perencanaan, 
pengendalian dan 
evaluasi yang berkualitas, 
transparan, dan 
partisipatif. 

11 

I 
I 

2. lliJla dan iiRlfolfmasii 
~ relalif ttersediiill 

1. Koordinasi antar bidang belum 
optimal • 

ii 
11 

I 

1. Mengajukan rancangan 
peraturan Bupati untuk 
perubahan organisasi pada 
fungsi penunjang 
perencanaan serta penelilian 
dan pengembangan. 

2. Menyelenggarakan bimtek 
peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan 
perencanaan bagi pegawai 
dalam pelaksanaan fungsi 
penunjang perencanaan serta 
penelitian dan 
pengembangan. 



1. Optirnalisasi pengendalian 1. Melakuk.an sosialisasi dan 
diskusi hasil perencanaan Tantangan (l) : dan evaluasi terhadap serta penelitian dan pencapaian target. pengembangan. 

1. Hasil 2. Optimalisasi koordinasi dan rekomendasi 2. Melakukan peningkatan 
belum kapasitas perencanaan sinkronisasi proses 

ditindaklanju pemangku kepentingan. perencanaan pernbangunan 

ti. antara SKPD. 

2. Masih 
rendahnya 
kapasitas 3. Menyelenggarakan birntek 3. Mengernbangkan jabatan 
keilmuan peraturan perundang- fungsional perencana dan 
perencanaan undangan yang terfcait peneliti rnefaf ui dikfat 
dari para dengan perencanaan. penunjang jabatan fungsional. 
pemangku 
kepentingan. 

3. Tuntutan 4. Membangun kerjasarna ketersediaan 
dokumen dengan kementerian, 

yang Lernbaga, Perangk.at daerah 

rnantap, dan perguruan tinggi dalam 

berkesinamb rangka perluasan dan 

ungan, dan intensifikasi jaringan 

integratif penelitian. 

Hasil analisis SWOT menghasilkan strategi yang dijelaskan sebagai berikut: 

Strategi 5-0: 

1. Turut serta dalam pengembangan aplikasi perencanaan secara elektronik berbasis web. 

2. Menyusun SOP pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda untuk rnenghasilk.an produk 

perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang berkualitas, transparan, dan partisipatif. 

Strategi S-T : 

1. Optirnalisasi pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target. 

2. Melakukan peningkatan k.apasitas perencanaan pernangku kepentingan. 

3. Menyelenggarakan bimtek peraturan perundang-undangan yang terk.ait dengan 

perencanaan. 

Strategi W-0 : 

1. Mengajukan rancangan peraturan Bupati untuk perubahan organisasi pada fungsi 

penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan. 



2. Menyelenggaralcn bimtek peratuan perundang-undangan yang terkait dengan 

perencanaan bagi pegawai dalam pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan serta 

penelitian dan pengembangan. 

Strategi W-T : 

1. Melakukan sosialisasi dan disfrusi hasil perencanaan serta penelitial dan 

pengembangan. 

2. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan antara 

SKPD. 

3. Mengembangkan jabatan fungsional perencana dan peneliti melalui diklat penunjang 

jabatan fungsional. 

4. Membangun kerjasama dengan kementerian, Lembaga, Perangkat daerah dan 

perguruan tinggi dalam rangka perluasan dan intensifikasi jaringan penelitian. 



Tabet 5.2 

Tujua~Sasara~Strateg~danKebijaan 

VISI : Menuju ICabupalen Pasuruan Yang l.ellih Sejahtaa clan Maslaltat.. 

MISI 1. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan 
responsif. 
MISI 2. Mewujudkan sumberdaya manusia (SOM) yang cerdas dan berdaya saing meJalui pemeralaan 
dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan po11dok pesantren. 
NISI 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bennutu, murah dan terjangkau oleh semua lapisan 
masyarakat. 
MISI 4. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat rnelalui revilalisasi pasar desa dan peningkatan 
produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan petefnalran. 
MISI 5. Mewujudkan tata kehiduparl sosial nasyarakat yang aman, tenteram, relgi(Js, hannonis, dan . . - -

"Jilljaa Sas.&..aa SL'-al ... Arall Jfebijal:• 

1. Me1111pebailci kineja biolai15ii 
dan mematuhi regulasi guna 

Terwujudnya mewujtdcan ~ good 
sistem governance. 

Terwujudnya 
perencanaan 2. Mengembangkan per-.gelolaan 
pembangunan Peningkatan sistem pelayanan dan tala SDM pemerintahan bebasis perencaanaan 
daerahyang kelola lcepemeiillaha.1 yang inovatif dan lcompelBISi. daerahyang 

efelctif partisipatif, berbasis pacla good gowemance. 3. Menyl1sm dan me119e111banglcan 
teiltl!yrasj SCP serta meigopti1k6alt 
dan pemanfaalarlIT. 
berlrelanjulan 4. Mengelola tata laksana 

pemeaillldh secara efektf dan 
efisien. 

1. Melilglcallcari ~ 5lelrdatl 
dan anQlra melek tuuf. 
2. Meningkatkan kompelensi bilgi 
tenaga pendidik dan tenaga 

Meningkatnya kependidikan sesuai standar. 
hasil 

Peningkatan daya saing 9ffllbeldaya 3. Me19emba119kan nilai-nilai 
kelitbangan ~ dalam petddcan 
sebagai dasar manusia melau pendidikan yang 

mrmaL bet1walitas. kebijalcan 4. Mengembangkan pendidilat 
daerah kewirausahaan dalam pondok 

pesantren. 
5. Meingkatkan kuantitas 
perpustalcaan dan minat teca 
masyarakat. 

1. IMleni~ Sillralllliil di!lm 
pa1sara1na lelell1&1Aalnl 
2.. IMleni~ llll1Ulwl lke!idlliltaml 

Peningkatan pelayanan kresehatallft ~ dal5alr. 
bermutu dan terjangkau. 1 ~ perl!Jilia gilii 

~ 
4. Melmqplellltiliikii 5ii5llennt jjilinniinlillln 
lieseihliila1n 



~-----elimlmmllllii lk~ ,amg 
iirllMllif bentesis ylllllemsii dliBm ~ 
llallcal.. 

Peninglcatan tatanan masyarakat yang 
partisipatif be basis nilai-nilai budaya lokal 
dan keleslarian lingkungan. 

1. Menuntluh tembangkan pasar 
desa clan poduk ungglBl. 
2. Meninglcatlran nilai tambah hasill 
palatiianlllalkiail. 
3. Menqplt&ilfll iildlimn Wl!iiidl1e wanl!lJ 
lallndul5ilf. 
4.. ~ ~llis 
penlidlrliiamL 
5.. Memiingi,a6mln llaua11Ja5 diim 
I.Wantiras" k,petasi dan UMCM. 
6. Mengembar1gkarl lcegialaa 
peneliti.1n clan pengemmngan 
eiollOHi kreatif. 
7. Memanlaplran sarana clan 
prasatalla wilayah yang n,,ffil:!l"'""liadaictl:3i. 

1. Meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam kete,tm, 
lingkungan. 
2. ME!lliagkatkan pelaegalran humn 
clan kewaspadaan keamanan clan 
lu:mtiBlwilayah. 
3. Meniligkatkan forum kmulikasi 
anlar umat beragama. 
4.Menumbuhkembang 
ldJudayaan clan keanan lolral 
serla pembangunan destinasi yang 
berwawasan lingkungan.. 
5. Meningkatkan ltPsiapsiagaan clan 
penanganan tanggap darmat 
bencana. 

Bappe<la berusaha meningkaUcan kualitas kinerjanya, diantaranya dengan 

menerapkan kebijakan pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam proses perencanaan pembangunan melalui proses Musrenbang. B BAPPEl.ITBANGDA 

juga melaksanakan pengendalian dan pelaporan. 

Pada awal tahun 2017 pemerintah telah menerapkan pola kebijakan baru tertcait 

pengalokasian anggaran yang tidak lagi menerapkan prilasip fllOlneY follow fin:tion,, nannun 

menggunakan prinsip money follow problem. Hal ini berarti nomeilldah, pr(ViJffl kfgidlan 

hall.ls jelas, berorientasi manfaat untuk rakyat dan bemlieutasii pada priDrilas unl'dl lll!Bacapaii 

tujuan pembangunan. Dalam upaya pencapaian sasaran pen&Jngman agar dapat berjalam 

dengan efektif dan efisien, Bappenas sudah menyiapltan pe1encanaa,1 dengan mengg1aerarn 

tiga pendekatan, yaitu holistik-tematik, inte9illif, dan spasiial. Sejalall de111ga, lkebijrikarB 

nasional, pemerintah daerah melalui Bappeda juga alcan meitjaniin lawu_jloJya 111D1rre, follkMt 

problem melalui penerapan kebijakan pengintegrasian pae111ca11aan seltoral lrilll memMwng 

konsep pembangunan berbasis spasial. 



BA.BVI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Pada Rencana Program clan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran clan pendanaan 

indikatif melalui rumusan yang terkait dengan RPJMD program prioritas yang ada pada 8adan 

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengemlt>angan Daerah Kabupaten Pasuruan. 

Indikasi rencana program-program priontas tersebut membutuhkan pendanaan yang 

proporsional sesuai tingkat urgensi clan kemendesakan. Secara garis besar struktur anggaran belanja 

daerah terpilah menjadi belanja tidak langsung clan belanja langsung. Komponen belanja tidak 

langsung meliputi: (a) belanja pegawai, (b) belanja bunga, (c) belanja hibah, (d) belanja bantuan 

sosial. Sedangkan belanja langsung terdiri dari tiga ~ yaiu beJanja pegawai,, lbeJLiJll!jal 

barang clan jasa, dan belanja modal yang melekat pada setiap lregialarl sebagai impllenrentasi alas 

program-program prioritas. Dalam konteks ini ketuuhan pendanaan llebih dlDberallam padai 

pengalokasian persentase anggaran belanja untuk program-program priorilas yang ~ 

bagian dari belanja langsung dan tidak langsung nm gaj. Dengan delnkiala,, besalnya perse,tase 

anggaran untuk masing-masing program prioritas diperoleh dari total anggaran belanja daerah 

setelah dikurangi belanja tidak langsung dari komponen belanja pegawai. Proyeksi persentase 

alolcasi anggaran untuk masing-masing program pr,ioritas clapat dilihat pada label Rencana Program,, 

clan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan ildilcatif. 

1. Rencana Program clan Kegiatan 

• ...... KetialM ----- Ii : .· '· 

ii I 
. PROGRAM PENUNJANG ~ Pete1canaan, Penyusunan Dokumen 
, URUSAN i! Penganggaran, clan Perencanaan Perangkat 

·I j PEMERINTAHAN I Evaluasi Kinerja Daerah 
I I DAERAH Perangkat Daerah 

I KABUPATEN/KOTA Koordinasi clan Penyusunan 

'I I ' 
I Laporan capaian Kinerja clan 

11 I i lkhtisar Reafisasi ICinelja S1(P() 
I i 
11 I I Evaluasi Kinerja Perangkat 
I I Daerah 

Administrasi Keuangan PenyedaanGajidan 
Perangkat Daerah Tunjangan ASN 

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 



n 

Admiist:rasi Barang Milik 

~ = pada Perangkat 

1 Administrasi 
11 Kepegawaian Perangkat 
IDaerah 
1 Administrasi Umum 

I I 
I 
I 
! 
1' 

Perangkat Daerah 

Pengadaan Barang Mifil: 
. Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

11 Penyedaan Jasa 
11 

Penunjang Urusan 
Pemelill.ahan Daerah 

Pemeliharaan Barang 
i Mlilt 0aera11 Penmjang 
I Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Pelaksanaan Penatausahaan 
dan PengujianNerifikasi 
Keua n SKPD 
Pengamanan Barang Milik 
Daerah SKPD 

Bimbingan Teknis 
Implernentasi Perab.Jran 
Peru -Uncla n 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 
Penyediaan Barang c.etakan 
dan Pengganclaan 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang­
undangan 

Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Penyelenggaraan Rapat 
l(.oor;dinasi dan Koo.sultasi 
SICPI) 

Pemaia,sah;a1 Alsp Diamii5 
i padaSICPO 
'I 

Pergadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Penclukung Geclung 
Kantor atau Ba unan Lain 
Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Lisbik 

Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

IPenyediaanJasa I Pemeliharaan, Biaya 

'/ Pemeliharaan dan Pajak I Kendaraan Perorangan Dinas 
ii atau Kendaraan Dinas Jabatan 
11 

~•.Jasa 
llti1idhilltat11,, lliaJa 
lltiRdaaan, .,_, dillm 
ftiizila1 Kendaraan Dimas 
Opewasio111al alau lapili911n 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Geclung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atalJ lbnnoH'll::an • 

"------------.L----------" Pelaksanaan Konsulasi Publilc I 



ri• .Pf'Gtra• Kegiatan 
11 

ii I PROGRAM ,Penyusunan I 
i' , PERENCANAAN, II Pae11Ca11aan clan 

PENGENDALIAN DAN 1 P'endanaan 
I EVAWASI 
I PEMBANGUNAN 

DAERAH 

II i I 
11 i' 
11 

•I I, ; 

I 11 

I 
I ! 

ii I 

II I . Analisis Data clan 

II 
I i InfiJnnasi Pemerintahan 

DaerahBidang 

I I ·' Perencanaan 

I I Pembangunan Daerah 

I 'I 
j Pengendalian, Evaluasi 

II I dan Pelaporan Bidang 

i I Perencanaan 
11 

i I Pembangunan Daerah 
I 

m PROGRAM KoordinasiPerencanaan I KOORDINASI DAN Bidang Plemerintahan 
I 

SINKRONISASI ' clan Pembangunan 

I PERENCANAAN . Manusia 

PEMBANGUNAN i' 
11 jDAERAH 

i ·I 
11 l 11 

" 

,1 " 11 
jl I I II 

11 

I ! 1I i 11 i 
11 I ii I \I 
1. 

II 
I 
I 
I 
I 

I I 

Sub Kegiatan. 

Pelaksanaan Musrenbang 
Kabupaten / Kota 

Penyiapan Bahan Koordinasi 
Musrenbang Kecamatan 

Koordinasi Pelaksanaan Forum 
SKPD/Untas SKPD 

Koordinasi Penyusunan clan 
Penetapan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten / Kota 

Analisis Data dan Inforrnasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Monitoring, Evaluasi clan 
Penyusunan Laporan Berkala 
Pelaksanaan Pembangunan 
Daerah 

AsistensiPenyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Pembangunan 
Manusia 

Asistensi Penyusunan 
' Dalalmen PerelGilllillilltll 

Fembangunan Paai~ 
Daerah Biidilng PeneiilltalB!ll 

I\ IICoOldinasi ~ 
Dollunen Pa'elGillililllR 

~ Daerah llidlamg 
ll\e:meiintahan (RP.M>,, RPJHD 
danRKPD} 

IICoOldi11asi ~ 
Dolcumen PeielGlliiililll 

.' Fembangunan Daerah Bicfang 
I • I Pembangunan Manusia 
\1 (RPJPO, RPJMD dan RKPO) 

11 

i 
Felalcsanaan MonilDring clan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

Pelaksanaan Monitoring clan 

1
\ &alkmi~Dollaumeln I 
I IPlei&ill:atiiililll 



.. 

Koan:linasi Perencanaan 
I Bidang Pterekonomian 
j clan 50A (Sumber Daya i Alam) 

11 

I ,I 

i 

I 

Subkeg--· 

Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan 

i ICoordinasi PeJaksanaan 
I Sinergitas dan Harmonisa5i 
rt Perencanaan Pembangunan 
j Daerah Bidang Pemetidahan 

I Koordinasi PeJaksanaan 
I 

II ::=n::::::: 

I 

Daerah 8idang Pembangunan 
Manusia 

AsistensiPenyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Perekonomian 

I Asistensi Penyusman 
I Dokumen Perencanaan.,....,...._. 

Pembangunan Peangkat 
Daerah Bidang 50A 

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Perekonomian 

Koordinasi PeJaksanaan 
I' Sinergitas clan Harmonisa5i 
·1 Perencanaan Pembangunan 
/1 Daerah Bidang Bidang SDA 
I 

11 Koordinasi Penyusunan 
Dolrumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Biclang 
Perekonomian (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Biclang 
SDA (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

Pellaisal1iii111 MD111i101ing cdliDm 
lam Penyusunan IDmluanrern 

lj PtielllGllta'r111 Pembangunan 
1 Pean-... Daaah 8iidartg 
1 
Perekonomian 

Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang SOA 



I IV PROGRAM PENB.ITIAN 
DAN PENGEMBANGAN 

l'DAERAH 
Ii 
II 

I 
'I 
ii 

I 
I 

IC.egiabln 

I Koordinasi IPaeilC.dlliliJII I Kooidiesi ~ 
I Bidang Jnrrastmdl.-dan ii Dolcumen Paei11camaa111 

i Kewilayahan 11 Pemangman Dalercrh llidlilng 
I Inrrastru1cl..- {RPM>,, RP..N> 

11 /I c1an RICPI>) 
,I 

Peleltian clan 
Pengemtalgan...,.,,_,,,.,_,,Bidang 
Penyelenggaraan 
fenllerirltahandan 

I 
11 Per9ajan Peraturan 
II 

ii 
Ii 

I 
I 

I Peleltian clan 
~ Pengeml:B1ga11 Bidang 
'Sosialdan 
. KepencludlUI 

ll Asisl.eiasi ~ 
I
I Dolcumen PeielllCilllllilillB 

,/PelmangmanPaa,igkiil_ 
'1 Daelim Bidang Inrrastru1cl..-

l Maballililn Molrilmiing dillm 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

. Koordinasi Pelak.sanaan 
!I Sitegilas dan Hillmoniisiarsii 
/

1

1 Pae111calililn Pembal1giman 
I Di.Bah a.b..n Inrrastru1cl..-ll ---"!I 

I 
I lfuillrdiesi ~ 

Dolcumen PaeLlllildllD 

~ llal'lrah Bdalng 
~ {RP.:R>,, RP..N> 
danRICPI>) 

I 
1 Asislaasi~ 
Mumm fleencarraar, 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Kewilayahan 

I 

Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Kewilayahan 

Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan ~ 
Daelim Bidang ~ 

llallnusan Relcomelldasll Mas; 

I, Raaca11aPaE1a1a•Plelaluran 
11 Baru danjatau ~ 
j
1
teifladapPelaksanaan 

·Peraturan 
I Fasiilasi, Pelaksanaan dan 
I Evaluasi Penelitian dan 
11 Pengembangan Bklang I Pemerinlahan Umum 

Pa11elltia11 disl Pei1yemba11gaun 
Bidang Aspet.-A5pelk Scsal 

A!laeltirln dan Pangei1m11gaue 
Padilla• diln ~ 

Penelitian clan Pengembangan 
Pariwisata 



l No 
I 

.... ~ 

2. Pendanaan Indilratif 

Peneltian dan 
I Pengembangan 8i(lang 
ii Ekonomi clan 
1 Pe111bongunan 

I 
ii 
I 
!I 

' Pengembangan Inovasi 
Ii dan Tplm,nlnni 
II ~~ 

Sub Keigiataln 

J

1 

fe11ieltia11 dan Pe1ye101hm9m 
1 lfeselaa, 

Ii Peaellial1 dan Pe11ge11ibillyillt 
!FelrmJl5lrialldan 
Perdagangan 

Penelitian clan Pengembangan 
Badan Usaha Milik Daerah 

Penelitian clan Pengembangan 
Kelautan clan Perikanan 

Penelitian clan Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil clan 
Mon.ann:ah 

I Sosialisasi clan Diseminasi 
j: Hasil-Hasil KeJitbangan 

11 

Berdasartcan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda maka rencana 

program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program 

serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam label 6.1 pada lampiran 



1 

2 

3 

! 

BABVII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan mtuk mengevaluasi keadaan suatu 

kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi 

tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Badan Perencanaan PembangU1an 

Penelitian clan Pengembangan Daerah (BAPPEUTBANGDA) Kabupaten Pasuruan secara langsung 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan clan sasaran RPJMD urtuk tahun 2018-2023. 

Perumusan indikalor kinerja Perangkat Daerah yang rnengacu pada tujuan dan sasaran 

RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk 

selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 

berkontribusi langsmg pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah 

idenl:ifikasi indikator clan target kinerja Perangkat Daerah yang bertonbibusi langsung pada 

pencapaian tujuan clan sasaran dalam RPJMD. Indikator Kinerja Bappefltbangdada yang 

~aaial•.,a benailal langsung dengam pencapaian lndikator Kinerja Peranglcat Daerah 

sebagaiimalla ten:antum pada label 7.1 sebagai berilwt: 

Tabel 7.1 
Indbtor Ki1efja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Pasuruan yang Mengaw 

pada Tujuan clan Sasaran RPJMD 

NilaiSAKIP Skar 75,00(88) A I 

I NilaiSAKIP 
' Perencanaan Skor ~75 24.02 24,42 24,82 I 25,42 

NlaiSAKIP 
Skor 19,31 I 19,68 19,97 I• 21 11 21,50 22 

I 

89,00(.A) 

25,42 

22 

I Persenlase 
11 Perangkat I I ' ' I 

1

1 

I 100'11, I I· Daerah yang I ii I 
,1 % N/A j 84% 88% / 91% I 96% lOO'Ma 
JI mempunyai 
1i dokumen 

,, 

I I 1, 
11 perencanaan 11 

11 I , 
bait ii ll 



Persentase ii i I' 

4 
Dokumen 

% N/A N/A N/A I 100% I 100% 100% i 100'Ma 
I Perencanaan /I . Pembangunan I I I i 1
1 Sesuai I. ' 11 

1/ IJlfdentuall ! 

Ii I . I I I 
i/ Persentase hasil ii I I I; I 11 

i1 5 I peneltian dan % N/A 11 80% i 85% 11100% ~ 100% 11 100% 11 
100'Ma 

" i pengembangan I I I ~ I I i yang I i i I' I 11 
I I I a I 

H 

11 
II I' 6 skor N/A 75. 83 84 85 85 1

1 Nilai SAKIP OPD 
1 81,48 ii 



BAB. VIII 

PENUTUP 

Sadan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat 

daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan berpedoman pada 

rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan 

dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada Sadan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Sadan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 menyajikan agenda utama 

perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang 

belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra Sapppelitbangda Kabupaten Pasuruan 

sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 

(lima) tahun berikutnya. 

Perubahan Renstra Sappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 

dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi 

dan misi Supati Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 yang lebih terukur dan akuntabel 

sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Rencana strategis ini 

selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur keberhasilan dan kinerja pelayanan 

Sappelitbangda Kabupaten Pasuruan serta menjadi pedoman bagi Sappelitbangda Kabupaten 

Pasuruan untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2018 - 2023. 

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Sadan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan ini sangat ditentukan oleh 

kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya 

serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staff. Selain itu, untuk menjamin 

keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. 

Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Sadan 

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan 



termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang 

berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini. 

Demikian Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 - 2018 yang akan 

dijadikan pedoman dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan. 

BUPATI PASURUAN,

          ttd. 

Pejabat 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala Bappelitbangda 

Kabag Hukum 

Sekretaris Bappelitbangda 

Kabid. PPM 

Bappelitbangda 

Tanggal 

M. IRSYAD YUSUF




